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ABSTRAK

Penelitian Program samsat keliling diatur dalam Nota kesepakatan bersama tentang
Pelayanan Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Payment Point, dan Samsat Desa di
Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep/II/V/2017, Nomor: 34.A/BP/Um/2017, Nomor:
P/18/Sp/2017, Nomor: 21.1/DIR/P/2017. Namun di Kabupaten Banyuasin ditemukan
fenomena kurangnya sosialisasi, mobil operasional yang belum mencukupi.Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui kinerja implementasi program samsat keliling di
Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode kualitatif yang
didukung data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik
dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner. Penelitian dilakukan di UPTB
pengelolaan pendapatan daerah kelas A Banyuasin. Teori implementasi yang digunakan
dari Donald Van Matter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
impelementasi program belum sesuai standar dan belum mencapai target program. Hal ini
disebabkan dari 6 dimensi menurut Donald Van Matter dan Carl Van Horn hanya dimensi
karakteristik yang sudah sesuai. Dari dimensi standard an sasaran kebijakan belum
transparansi dan informatif, dari sumberdaya masih terdapat kekurangan sumberdaya
manusia pada PT. Jasa Raharja, masih adanya biaya tambahan, masih kekurangfan mobil
operasional dan kursi untuk menunggu, dari disposisi pelaksana masih terdapat
keterlambatan dan ketidakhadiran petugas, dari komunikasi antar organisasi tidak adanya
pertemuan rutin, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, dari lingkungan sosial
ekonomi politik, jaringan internet yang tidak stabil dan tingkat pendapatan. Rekomendasi
yaitu mengoptimalkan penyebarluasan informasi tentang samsat keliling melalui media
massa maupun secara langsung, melakukan penambahan personil pada PT. Jasa Raharja,
meningkatkan anggaran dana operasional samsat keliling, meningkatkan pengawasan
dengan melakukan sidak langsung ke lokasi.

Kata Kunci : Implementasi, Nota Kesepakatan Bersama, SAMSAT Keliling
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ABSTRACT

The research on mobile samsat program is arranged in a Memorandum of
Understanding on Mobile Samsat Services, Samsat Corner, Samsat Payment Point, and
Village Samsat in South Sumatra Province Number: Kep / 11 / V / 2017, Number: 34.A /
BP/Um /2017, Number : P/ 18 / Sp /2017, Number: 21.1 / DIR / P / 2017. However, in
Banyuasin District, there was a phenomenon of lack of socialization and inadequate
operational cars. The purpose of this study was to find out the performance of mobile
samsat programs in Banyuasin Regency. This type of research is descriptive with
qualitative methods supported by quantitative data. Data collection techniques were carried
out with documentation techniques, observation, interviews and questionnaires. The study
was conducted at the UPTB of class A Banyuasin regional income management.
Implementation theory used from Donald Van Matter and Carl Van Horn. The results of
the study indicate that the performance of program implementation has not been in
accordance with the standard and has not yet reached the program target. This is because of
the 6 dimensions according to Donald Van Matter and Carl Van Horn, only the dimensions
of characteristics are appropriate. From the standard dimensions and policy objectives, it
has not been transparent and informative, from resources there is still a lack of human
resources at PT. Jasa Raharja, there are still additional costs, still lacking operational cars
and seats to wait, from the implementing position there are still delays and absences of
officers, from communication between organizations to the absence of routine meetings,
lack of program socialization to the community, from the socio-economic environment,
networks that do not stable and income level. The recommendation is to optimize the
dissemination of information about mobile samsat through mass media or directly, to add
personnel to PT. Jasa Raharja, increasing the budget for mobile samsat operational funds,
increasing supervision by conducting direct inspection to the location.

Keywords: Implementation, The Memorandum of Agreement, SAMSAT Around
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya sedang mengupayakan
pembangunan Nasional, hal tersebut tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - undang tersebut mengatur bahwa setiap
daerah memiliki wewenang, kewajiban serta hak mengurus sendiri daerahnya yang disebut
otonomi daerah. Komponen utama pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal
sehingga daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Era otonomi ini memacu
pemerintah daerah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah terutama
pajak. Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang
dapat meningkatkan pendapatan daerah pada daerah tertentu. Kebijakan publik merupakan
sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan
memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.
Menurut Thomas R. Dye dalam Zaid Zainal Abidin (2012 : 5) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do” (pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Menurut Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari
dana perimbangan pusat dan daerah, selain itu juga berasal daerah itu sendiri baik
pendapatan asli daerah maupun pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan asli
daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sumber keuangan daerah yang

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil



retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang
utama pada suatu daerah, dan berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Penggunaan pendapatan daerah ini tentunya digunakan untuk memberikan kemakmuran
dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

Sumbangan pendapatan daerah terbesar salah satunya melalui pajak kendaraan
bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang ada
didaerah. Subjek pajak pada pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kantor bersama samsat
merupakan lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat. maka badan pendapatan daerah sumatera selatan berkerja sama dengan
Kepolisian, Bank Sumsel Babel dan Jasa Raharja membentuk inovasi baru dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak dengan
mengeluarkan kebijakan tentang layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun bentuk kebijakan badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam
bentuk Nota Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tentang Pelayanan Samsat Keliling, Samsat
Corner, Samsat Payment Point, dan Samsat Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kep/11/V/2017, Nomor : 34.A/BP/Um/2017, Nomor : P/18/Sp/2017, Nomor :

21.1/DIR/P/2017.



Tujuan kebijakan ini tertuang pada pasal 3 Nota kesepakatan bersama, sebagai berikut:
. Memberikan akses yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat untuk memperoleh
palayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan
terjangkau,

. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik,

. Mengevaluasi sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pelayanan publik dalam lingkup para pihak,

. Meningkatkan penyelenggaraan registasi, identifikasi, dan pengesahan surat tanda
nomor kendaraan bermotor sebagai fungsi registasi dan identifikasi kendaraan
bermotor,

. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pembayaran pajak kendaraan bermotor dan
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan,

. Meningkatkan pelayanan Payment Point perbankan bank sumsel babel.

Berdasarkan nota kesepakatan bersama terdapat 4 pelayanan yang terdapat di dalamnya

yaitu samsat keliling, samsat corner, samsat desa dan samsat Payment Point, dengan

adanya pelayanan ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan pembayaran pajak

kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maka di bawah ini

adalah data Rerkapitulasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor) Selama 3

Tahun (2015-2017).

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi

Sumatera Selatan Selama 3 Tahun (2015-2017)

NO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

TAHUN TARGET REALISASI %
1. 2015 RP.777,486,320, 361 Rp.788,639,973,747 101,43
2. 2016 RP.1,036,420,637,518 RP.850,081,635,310 82,02
3. 2017 RP.859,985,858,854 RP.877,957,248,995 102,09

Sumber: Subbidang pembukuan, bidang pajak, badan pendapatan

Sumatera Selatan

daerah Provinsi



Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target pendapatan dari PKB yang
ditetapkan oleh BAPPEDA dari tahun ketahun mengalami penurunann walaupun disisi
realisasi ada yang melebihi target yang telah ditentukan. Layanaan inovasi ini baru mulai
beroperasi pada tahun 2017 yang merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan namun sangat disayangkan target yang
ditetapkan pada tahun 2017 mengalami penurunan Yyang cukup drastis apabila
dibandingkan dengan target pada tahun 2016 vyaitu sebesar Rp.1,036,420,637,518
sedangkan pada tahun 2017 menjadi RP.859,985,858,854 dilihat dari sisi pendapatan pun
tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum adanya samsat keliling,
samsat corner, samsat payment poin, dan samsat desa/kelurahan pada tahun 2016 dan
sesudah layanan ini mulai beroperasi pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp.
27,875,613,685 yang artinya kenaikan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh berbeda

dari sebelum adanya samsat keliling pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten
Banyuasin Selama 3 Tahun (2015-2017)

NO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

TAHUN TARGET REALISASI %
1. 2015 RP.35,170,088,482 Rp.34,001,876,635 96,68
2. 2016 RP.46,470,616,428 RP.38,714,108,441 83,31
3. 2017 RP.38,483,211,266 RP.41,600,236,215 108,10

Sumber : Seksi pembukuan, pendapatan dan pelaporan daerah kelas A Banyuasin
Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin juga mengalami hal yang
sama dengan yang ada di Provinsi Sumatera selatan pada tahun 2015 dan 2016 realisasi
pajak yang telah ditetapkan tidak memenuhi dari target dan pada 2017 realisasi pajak
kendaraan terpenuhi terget dengan bantuan adanya layanan inovasi program samsat yang
salah satunya ialah samsat keliling. Namun seperti Provinsi target mereka pun juga

mengalami penurunan yang cukup dratis dari tahun sebelumnya.



Kabupaten banyuasin memiliki wajib pajak kendaraan bermotor yang cukup banyak
yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di kabupaten banyuasin. Data yang tercatat pada
UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A Banyuasin jumlah kendaraan yang beredar
saat ini berjumlah 237.554 kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berikut ini
tabel jumlah kendaraan yang beredar per kecamatan yang tersebar di Kabupaten
Banyuasin:

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Beredar di Kabupaten Banyuasin

NO KECAMATAN JUMLAH KENDARAAN
1. | Banyuasin Ill 54.440
2. | Betung 38.517
3. | Rantau Bayur 6.653
4. | Pulau Rimau 9.132
5. | Talang Kelapa 66.188
6. | Banyuasin | 22.366
7. | Rambutan 8.893
8. | Muara Padang 3.031
9. | Banyuasin 1l 1.756
10. | Muara Telang 4.837
11. | Makarti Jaya 2.021
12. | Air Saleh 1.750
13. | Tungkal Ilir 6.980
14. | Muara Sugian 1.577
15. | Tanjung Lago 7.469
16. | Suak Tapeh 607
17. | Sembawa 1.004
18. | Air Kumbang 208
19. | Sumber Marga Telang 88
20. | Talang Keramat 37
JUMLAH 237.554

Sumber: kasi pembukuan pendapatan dan pelaporan UPTB Pengeloaan Pendapatan
daerah kelas A Banyuasin

Apabila melihat tabel 1.3 maka dapat kita ketahui bahwa jumlah kendaraan terbesar
yang beredar di Kabupaten Banyuasin terdapat pada kecamatan talang kelapa dengan
jumlah 66.188 kendaraan dan jumlah terkecil pada kecamatan talang keramat dengan
jumlah kendaraan yang tercatat sebanyak 37 kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaran

demikian maka potensi untuk mendapatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor



cukup besar. Disamping itu tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten banyuasin
pada 2 tahun terakhir memperlihatkan jumlah masih lumayan cukup besar. Berikut
tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin:

Tabel 1.4 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin tahun
2017 — 2018

No Tahun Jumlah Tunggakan
1. 2017 67.329
2 2018 48.137

Sumber: kasi pembukuan pendapatan dan pelaporan UPTB Pengeloaan Pendapatan
daerah kelas A Banyuasin

Melihat dari jumlah kendaraan yang beredar di Kabupaten banyuasin cukup besar
dengan jumlah tunggakan kendaraan yang ada maka perlu adanya program atau layanan
inovasi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan
daerah Kabupaten Banyuasin. Salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintah
dari tahun 2017 sampai dengan saat ini ialah program samsat keliling. Menurut nota
kesepakatan bersama pasal 2 ayat 5 menyatakan bahwa Samsat Keliling merupakan sarana
pembayaran pajak kendaraan bermotor sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan
(SWDKLLJ) dan pengesahan STNK satu tahun yang menjangkau wilayah tersulit
sekalipun untuk memudahkan wajib pajak, didukung mobil Samsat Keliling dan bus

Samsat Keliling.

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling sebagai

berikut:
Pendaftaran Pengecekan Pencarian data oleh
kelengkapan berkas petugas
v
Pembayaran pajak
kendaraz':m berFr)nétor Pengsistahag_lt_jsrll Penyerahan STNK
kepada Bank Sumsel ~|  penerbitan
Babel




Pada penelitian terakhir mengenai program samsat keliling didapatkan hasil bahwa
samsat keliling dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk membayar
pajak terkhusus pada pajak kendaraan bermotor yang selama ini pembayarannya masih
belum maksimal. Pada dasarnya pelaksanaan layanan pajak keliling sangat efektif
dilaksanakan namun kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dikarenakan masih
terkendala oleh jumlah mobil layanan pajak keliling. Selain itu akses layanan pajak masih
jauh dari tempatnya yang jauh dari kota. Program layanan mobil pajak keliling memang
bagus namun perlu disempurnakan pelaksanaanya. Program layanan mobil samsat keliling
hanya memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor saja. Selain itu layanan mobil
pajak keliling belum menyentuh masyarakat yang jauh dari perkotaan, jadwal layanan
mobil pajak keliling yang masih kurang jelas, serta minimnya informasi tentang syarat
administrasi apa saja yang harus dipersiapkan ketika masyarakat akan memakai layanan
mobil pajak keliling. (Prayoga Bestari. 2016.Mobil Pajak Keliling sebagai Solusi
Sosialisasi dan upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak. jurnal Departemen
Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Bandung Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 166 —
176).

Penelitian yang lain menyatakan bahwa dengan adanya samsat keliling mempermudah
bagi wajib pajak untuk membayar pajak, selain itu terdapat faktor-faktor penghambat
penerapan layanan inovasi samsat keliling yakni kesadaran Wajib Pajak, sarana dan
prasarana serta keterbatasan layanan yang diberikan dan yang terakhir penerimaan pajak
dari samsat keliling di Kabupaten Tulungagung belum stabil (Leli Ardiani, Kadarisman
Hidayat, Sri Sulasmiyati. 2016 .Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam
Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada
Kantor Bersama samsat Kabupaten Tulungagung. Jurnal perpajakan.student

journal.ub.ac.id Vol. 9 No. 1 2016).



Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa alasan penulis melakukan penelitian terhadap
implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang samsat keliling kepada masyarakat
Banyuasin;

Hakikat dari desentralisi di era otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah
mempercepat proses informasi, komunikasi, dan sosialisasi dari pihak pemerintah.
Berbagai informasi dan sosialisasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat
terkadang berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Masyarakat sering
kali tidak mengetahui pogram-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Unit pelaksana teknis badan pendapatan daerah Banyuasin khususnya pelaksana dalam
bidang pelayanan pajak harus memberikan akses kemudahan kepada masyarakat yang
letaknya jauh dari perkotaan, agar masyarakat merasa mudah jika membutuhkan pelayanan
khsusnya layanan pembayaran pajak. Samsat keliling merupakan salah satu kebijakan
yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang
bekerjasam dengan beberapa instansi guna meningkatkan minat masyarakat untuk
membayar pajak kendaraannya. Adanya samsat keliling maka masyarakat yang
bersangkutan tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor samsat saat mengurus pembayaran
pajak kendaraan yang dimilikinya, masyarakat hanya perlu mengunjungi mobil/bus samsat
keliling yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Melihat besarnya manfaat dari samsat
keliling ini maka perlu adanya penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat
terkait kebijakan ini sehingga tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Penyebaran informasi dan
sosialisasi terkait samsat keliling di Kabupaten Banyuasin masih belum maksimal, hal ini
dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan samsat

keliling ditengah-tengah mereka, sehingga perlu adanya penyebaran informasi melalui



berbagai media seperti media cetak atau online baik melalui berita, akun media sosial
maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi diharapkan,
masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan
dengan baik sesuai dengan peran masing-masing.

2. Minimnya mobil samsat keliling yang dioperasionalkan di Kabupaten Banyuasin;

Tabel. 1.5 Data Jumlah Kendaraan Operasional Samsat Keliling Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2017-2018

NO UPTB JUMLAH KETERANGAN
1 | PALEMBANG I 4 ADA
2 | PALEMBANG lI 1 ADA
3 | MUBAI 1 ADA
4 | MUBAII 0 TIDAK ADA
5 | BANYUASIN 1 ADA
6 | OKlI 1 ADA
7 | OKIII 1 ADA
8 | OGAN ILIR 1 ADA
9 | OKU 1 ADA
10 | OKU SELATAN 0 TIDAK ADA
11 | OKUT | 1 AKTIF
12 | OKUT I 0 TIDAK ADA
13 | PRABUMULIH 1 ADA
14 | MUARA ENIM 2 ADA
15 | LAHAT 1 ADA
16 | PAGAR ALAM 1 ADA
17 | MUSI RAWAS 1 ADA
18 | LUBUK LINGGAU 1 ADA
19 | EMPAT LAWANG 1 ADA
20 | MURATARA 0 TIDAK ADA
21 | PALI 1 ADA

Sumber : UPTB Pusat Pengelolaan Informsi dan Aplikasi Kelas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa Bus operasional samsat keliling yang ada di
Sumatera Sealatan saat ini terdiri dari 21 mobil operasional samsat keliling yang disebar ke
17 kab/kota, dengan jumlah 21 mobil maka menimbulkan ketidakmerataan jumlah bus

disetiap daerah. Satu daerah/UPTB mendapat satu mobil bus operasional ada yang lebih



bahkan ada yang tidak mendapatkan bus operasional samsat keliling. Jumlah kendaraan
disetiap UPTB berbeda-beda, hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam membayar
pajak dengan memanfaatkan layanan samsat keliling. Akibat kurangnya kendaraan
operasional samsat keliling ini menyebabkan daerah yang seharusnya dapat mendapatkan
lebih dari satu mobil operasional hanya mendapatkan satu mobil saja sedangkan beberapa
daerah/UPTB memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup
banyak, seperti Banyuasin merupakan wilayah terluas ke tiga di Sumatera Selatan dengan
luas wilayah 11,832,99 KM2 jumlah populasi sebesar 850,110 jiwa. Selain itu jumlah
kendaraan yang beredar cukup banyak dengan jumlah 237.554 yang tersebar di 20
kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin oleh sebab itu memerlukan lebih banyak lagi
samsat keliling agar dapat memaksimalkan program tersebut untuk mempermudah
masyarakat dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut

terhadap implementasi samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dirumuskan masalah penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kkinerja implementasi program samsat keliling di Kabupaten
Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program samsat keliling

di Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kinerja implementasi program samsat keliling di Kabupaten

Banyuasin.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi

program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :.
1. Manfaat Teoritis
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan dijadikan
sebagai penunjang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya dibidang
IImu Administrasi Publik dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Selatan terkhusus  Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin

dalam hal samsat keliling.
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